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RINGKASAN

Partai Politik selalu menjadi arena pertarungan antar kelompok yang berambisi
untuk saling memperebutkan kekuasaan di tubuh partai. Oleh karena itu, konflik
perebutan kekuasaan selalu mewarnai setiap kehidupan sosial partai dan menjadi
komponen utama dalam proses berjalannya Partai politik, tidak jarang dari konflik
int timbul suatu perpecahan dalam partai yang mengakibatkan lahirnya dualisme
kepemimpinan dalam partai selain itu ada juga perbedaan pendapat dan
kepentingan antar kelompok sehingga menimbulkan pertentangan dan perselisihan

vang mengerucut pada konflik yang berkepanjangan.

Perselisthan yang terjadi akibat perebutan kekuasaan dan cara pandang yang
berbeda sering kali hadir mewarnai proses dalam berpolittk. Namun hadirnya
perselisihan harus segera disclesaikan dengan cepat, supaya masalah tidak
semakin berlarut-tarut dan kondusifitas organisasi dapat terjaga dengan baik.
Penyelesaian konflik seperti imi membutuhkan proses yang panjang dan dalam

cara pandang yang berkesinambungan.

Dalam konteks peraturan di Indonesia, yang berdasarkan Undang- Undang Nomor

2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik telah mengklasifikasikan konflik Partal



Politik; (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, (2) pelanggaran
terhadap hak anggota Partai Politik, (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4)
penyalahgunaan wewenang, (5) pertanggung jawaban keuangan, (6) keberatan
terhadap keputusan Partai Politik. Secara terperinci felah diatur untuk
menyelesaikan sebuah konflik harus terlebih dulu melalui Mahkamah Partai
Politik sebagaimana yang telah diatur dalam AD dan ART Partai. Mahkamah
Partai sebagai wadah untuk meyelesaikan sengketa yang ada di internal partai

tentunya sudah diakui dan diatur dalam Undang - Undang.

Perselisihan internal partai politik saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 2
Tahun 2011 tentang Partai Politik. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat

(2) Undang-Undang Partai Politik yang menyatakan bahwa:

“Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang

dibentuk oleh Partai Politik.”

Maka secara ketentuan partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD)
maupun Anggaran Rumah Tangga (ART) penyelesaiannya diserahkan kepada

Mahkamah Partai Politik.

dalam hal ini, mahkamah partai sebagai lembaga penyelesaian perselisthan partai
politik memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, serta memutus
perselisihan internal partai politik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-
Undang Partai Poltik. Namun, secara kelembagaan, mahkamah partai

berkedudukan sebagai bagian dari organisasi internal partai yang ditempatkan



dalam struktur partai. Artinya dalam hal ini, mahkamah partai bukanlah bagian
dari cabang kekuasaan yudikatif yang bersifat independen. Apabila upaya hukum
bagi para pihak yang permohonannya tidak terakomodasi dalam keputusan

mahkamah partai politik. Penyelesaian melalui jalur pengadilan.
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ABSTRAK
Kata Kunci : Partai politik, Mahkamah partai Politik, Penyelesaian Perselisihan.

Partai Politik selalu menjadi arena pertarungan antar kelompok yang berambisi
untuk saling memperebutkan kekuasaan di tubuh partai. Oleh karena itu, konflik
perebutan kekuasaan selalu mewarnai setiap kehidupan sosial partai dan menjadi
komponen utama dalam proses berjalannya Partai politik Dalam konteks peraturan
di Indonesia, yang berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Partai Politik telah mengklasifikasikan konflik Partai Politik. Secara terperinci
telah diatur untuk menyelesaikan sebuah konflik harus terlebih dulu melalw
Mahkamah Partai Politik scbagaimana yang telah diatur dalam AD dan ART
Partai. Mahkamah Partai sebagai wadah untuk meyelesaikan sengketa yang ada di
internal partai tentunya sudah diakui dan diatur dalam Undang - Undang. Metode
Penelitian Hukum yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif serta
Bahan hukum vang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan primer berupa
peraturan perundang-uandangan yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan
internal partai politik menurut Undang - undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Partai Politik. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Partai Politik tersebut jelas disebutkan secara prosedural bahwa jika
terjadi perselisihan internal dalam partai politik, maka secara ketentuan partai
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah
Tangga (ART) penyelesaiannya diserahkan kepada Mahkamah Partai Politik
Keanggotaan Mahkamah Partai Politik ini harus memiliki netralitas atau
ketidakberpihakan terhadap perselisihan internal yang terjadi. Penyelesaian
melalui jalur pengadilan merupakan upaya penyelesaian akhir manakala upaya
penyelesaian melalui jalur Mahkamah Partai Politik menemui kebuntuan atau
tidak ada penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. maka
putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan terahkir melalui upaya Hukum kasasi Ke
Mahkamah Agung
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ABSTRACT
Keywards: Political Parties, Political Party Court, Dispute Resolution.

Political parties have always been an arena for fighting between groups with the
ambition to fight for power within the party. Therefore, conflicts over power
struggles always color every party's social life and become a major component in
the process of running political parties. In detail, it has been arranged that in order
to resolve a conflict, it must first go through the Political Party Court as stipulated
in the Party's AD and ART. The Party Court as a forum for resolving disputes that
exist within internal parties has of course been recognized and regulated in the
Law. The legal research method used is normative legal research and the legal
materials used in this research are primary materials in the form of statutory
regulations governing the settlement of internal political party disputes according
to Law No. 2 of 2011 conceming political parties. Based on the provisions of
Article 32 of Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties it is clearly
stated procedurally that if there is an internal dispute within a political party, then
according to the provisions of the party as stipulated in the Articles of Association
(AD) and Bylaws (ART) the resolution is left to The Political Party Court The
membership of the Political Party Court must have neutrality or impartiality
towards internal disputes that occur. Seftlement through the court route is a final
settlement effort when efforts to resolve through the Political Party Court meet a
deadlock or there is no satisfactory settlement for the parties to the dispute. then
the decision of the Court of First Instance and the last through the legal efforts of
cassation to the Supreme Court
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